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A B S T R A K Dalam Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 diatur mengenai pertanggungjawaban dan sanksi apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada : Badan Usaha ; dan / atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut untuk orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut dan apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. Sanksinya adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda serta dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, diawali dengan inventarisasi hukum posistif yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan konsep dan teori hukum yang relevan. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah perdekatan perundangundangan dibidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pendekatan kasus yaitu kasus – kasus tindak pidana lingkungan hidup yang pertanggungjawabannya oleh korporasi dan pendekatan perbandingan hukum berbagai negara yang mengatur sanksi pidana apabila korporasi yang bertanggungjawab. Hasil penelitian menunjukan bahwa, sanksi pertangungjawaban korporasi dalam undang - undang bidang lingkungan hidup yang selama ini ada, belum ada pola yang konsisten mengenai rumusan tindakan pidana yaitu jikalau dilakukan, apabila dilakukan, dalam hal dilakukan, dilakukan oleh. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan ; badan hukum, orang yang memberi perintah atau pemimpin dalam perbuatan, dan atau kedua-duanya, badan usaha atau pengurusnya, badan usaha, pengurus, korporasi, korporasi dan atau pengurus, badan hokum dan sanksi pidananya yaitu pidana penjara dan denda, pidana penjara atau denda, pidana denda dan tindakan tata tertib, sanksi pidana dan tindakan tata tertib, pidana denda paling tinggi ditambah sepertiganya, pidana penjara dan denda diperberat sepertiganya, pidana denda ditambah sepertiga pidana yang dijatuhkan, pidana penjara dan denda ditambah dengan sepertiga dari pidana yang dijatuhkan, pidana denda dengan pemberatan tiga kali pidana denda yang dijatuhkan dan pidana tambahan, pidana denda maximum ditambah sepertiga pidana denda, pidana denda dengan pemberatan tiga kali daripada pidana denda perorangan dan dapat dikenai pidna tambahan, hanya pidana denda dan dapat dijatuhkan pidana tambahan, sanksi pidana dan dapat dikenai pidana tambahan atau tindakan tata tertib, pidana denda maksimal ditambah sepertiganya, pidana denda ditambah sepertiganya dapat dikenai pidana tambahan. Berdasarkan hal tersebut peneliti menyarankan dilakukan perubahan atau revisi dalam undang - undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengeololaan lingkungan hidup pada khususnya dan undang - undang bidang lingkungan hidup sebagai pembaharuan hukum pidana. Kata Kunci : Korporasi, pertanggungjawaban Pidana dan sanksinya. A B S T R A K In Law No.32 of 2009 regulates the responsibility and sanctions if an environmental crime is committed by, for or on behalf of a business entity, criminal prosecution and criminal sanctions are imposed on: Business Entity; and / or the person who gave the order to commit the crimefor people acting as leaders of activities in the crime and if an environmental crime is committed by a person, based on a work relationship or based on other relationships acting within the scope of work of a business entity, criminal sanctions are imposed onthe order giver or leader in the crime without regard to the crime is carried out individually or together. the sanctions are cumulative, namely imprisonment and fines and may be subject to additional penalties or disciplinary action. The research method used is normative juridical, beginning with an inventory of positive law relating to the problem under study, then an analysis is carried out using relevant legal concepts and theories. in this study the approach used is the approach of legislation in the field of Environmental Management, a case approach that is a case of environmental crime that is accountable by corporations and a comparative approach to the laws of various governing countriescriminal sanctions if the corporation is responsible. The results showed that, corporate responsibility sanctions in environmental legislation that have existed so far, there has not been a consistent pattern regarding the formulation of criminal acts, if done, if done, if done, carried out by. who can be accounted for; a legal entity, a person who gives an order or a leader in an act, and / or both, a business entity or its management, a business entity, an administrator, a corporation, corporation and or management, a legal entity and a criminal sanction namely a prison sentence and a fine ,imprisonment or fines, criminal fines and disciplinary actions, criminal sanctions and disciplinary action, the highest fines plus a third, imprisonment and fines are one-third heavier, fines plus one-third the sentences handed down, imprisonment and fines addedwith one third of the sentenced criminal, fines with three times the burden of fines imposed and additional penalties, maximum fines plus a third of the fines, threefold penalties than individual fines and may be subject to additional penaltiesonly criminal fines and additional penalties can be imposed, criminal sanctions and may be subject to additional penalties or disciplinary actions, a maximum fine plus a third, a fine plus a third may be subject to additional penalties. based on this the researcher suggests making changes or revisions in law No. 32 of 2009 concerning environmental protection and management in particular and the environmental law as a renewal of the criminal law. Keywords : Corporations, Criminal liability and sanctions.
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